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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tata Ruang 

Di Indonesia konsep perencanaan tata ruang mempunyai kaitan erat 

dengan konsep pengembangan wilayah kota. Konsep pengembangan wilayah kota 

telah dikembangkan antara lain oleh Sutami pada era 1970-an, dengan gagasan 

bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat 

terjadinya pengembangan wilayah kota. Poernomosidhi (era transisi) memberikan 

kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui 

Orde Kota. Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep pola 

ruang dan struktur ruang sampai dalam era perkembangan terakhir pada awal abad 

millennium serta mengarahkan konsep pengembangan wilayah kota sebagai alat 

untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, 

penataan ruang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan 

demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yaitu dalam bentuk memberikan 

kontribusi yang nyata dalam pengembangan wilayah dan kota yang berkelanjutan, 

sehingga keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai. 

Menurut Perpres No. 62 tahun 2011 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang 

darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu 

kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan 

dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang 

dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan 
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sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi 

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi 

daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa  penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni : a). proses 

perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW). Disamping sebagai “guidance of future action” RTRW pada 

dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi 

manusia/makluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, 

seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/ makluk hidup serta 

kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (sustainability 

development); b) Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud 

oprasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri; c) 

proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perijinan dan 

penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW 

dan tujuan penataan ruang wilayahnya (Hariyanto, 2007 : 2). 

 Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun 

hierarkis yaitu secara nasional, regional dan lokal. 

Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTWN), 

yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan selanjutnya 
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perlu dijabarkan lagi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

kabupaten/kota. 

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Perencanaan tata 

ruang merupakan metode-metode yang digunakan oleh sektor publik untuk 

mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skala dan 

kedalaman materinya bervariasi. Perencanaan tata ruang juga merupakan sebuah 

ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai 

pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang diarahkan kepada kegiatan 

pembangunan dan organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama. 

Tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi 

penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan 

kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian 

pemanfaatan ruang wilayah baik tingkat nasional (RTRWN), provinsi (RTRWP) 

maupun RTRW kabupaten/kota. Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang pada 

aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah 

baik secara nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang aman, nyaman, produktif, 

dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. 

Poin yang terpenting adalah, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang 

sebagai wujud pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan  dan 

arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan 
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sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan 

seperti  keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta 

keterkaitan antar wilayah sekitarnya.  

 

2.2. Strategi 

Pengertian umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin 

puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 

suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pengertian 

khusus strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang 

apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.  Dengan demikian, 

strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari 

apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan 

pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies).  

Berikut adalah beberapa pendapat menurut para ahli mengenai strategi 

yaitu, menurut Freddy Rangkuti strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. 

Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi-

kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi 

perubahan lingkungan eksternal (Rangkuti, 2009). Dalam hal ini dapat dibedakan 

secara jelas fungsi manajemen, konsumen, distributor, dan pesaing. Jadi, 

perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan 

memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang 
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optimal dari sumber daya yang ada. Untuk memahami konsep perencanaan 

strategis, kita perlu memahami pengertian konsep mengenai strategi. 

Mintzberg (1998), menjelaskan bahwa konsep strategi itu sekurang-kurangnya 

mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi dilihat sebagaimana 

berikut ini : 

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi 

secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya. 

2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi 

perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi. 

3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya. 

4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi 

dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya. 

5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui 

para 

pesaing. 

Dalam mendokumentasikan strategi melibatkan identifikasi tujuan, inisiatif dan 

ukuran hasil. 

1. Tujuan strategis (Strategic Goals) : ini adalah tujuan utama dari perusahaan. 

tujuan strategis biasanya memerlukan beberapa tahun untuk 

menyelesaikannya. Perubahan tujuan strategis dibuat sebagai tanggapan 

dalam bisnis internal dan eksternal dan driver teknologi dan / atau perubahan 

hukum dan peraturan. 
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2. Inisiatif strategis (Strategic Initiatives) : ini adalah kegiatan bisnis dan 

teknologi, program, dan proyek yang memungkinkan pencapaian tujuan 

strategis, seperti itu mereka dapat mempengaruhi arah fundamental 

perusahaan. 

3. Ukuran strategis (Strategic Measures) ini adalah hasil tindakan yang 

mengidentifikasikan bahwa sebuah inisiatif strategis telah berhasil memenuhi 

tujuan strategis. Target atau hasil tersebut akan datang ketika suatu 

perusahaan mencapai misinya. 

Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang 

berkaitan, sangat menentukan  suksesnya  strategi  yang  disusun.  Konsep-

konsep  tersebut  adalah  sebagai berikut : 

a)  Distinctive Competence, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan 

agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. 

Suatu perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh 

perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki Distinctive 

Competence. Distinctive Competence menjelaskan kemampuan spesifik suatu 

organisasi. Menurut Day dan Wensley (dalam Rangkuti, 2006) identifikasi 

distinctive competence dalam suatu organisasi meliputi: 

•    Keahlian tenaga kerja 

•    Kemampuan sumber daya 

Dua faktor tersebut menyebabkan perusahaan ini dapat lebih unggul dibandingkan 

dengan pesaingnya. Keahlian sumber daya manusia yang tinggi muncul dari 

kemampuan membentuk fungsi khusus yang lebih efektif dibanding pesaing. 
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Dengan memiliki kemampuan melakukan riset pemasaran yang lebih baik, 

perusahaan dapat mengetahui secara tepat semua keinginan konsumen sehingga 

dapat menyusun strategi-strategi pemasaran yang lebih baik dibandingkan dengan 

pesaingnya. Semua kekuatan tersebut dapat diciptakan melalui penggunaan 

seluruh potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Semua itu merupakan 

keunggulan-keunggulan yang dapat diciptakan untuk memperoleh keuntungan 

dari pasar dan mengalahkan pesaing 

b)  Competitive Advantage, adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh 

perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan 

bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk 

merebut peluang pasar.  

 Unsur sentral perencanaan strategis bidang publik terdapat pada akronim 

SWOT, yang diangkat dari model kebijakan Harvard. SWOT merupakan 

kepanjangan dari strengths (kekuatan),  weaknesses (kelemahan),   opportunities 

(peluang), dan   threats (ancaman), yang dikaji dari masyarakat, sebagai dasar bagi 

penyusunan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bidang isu - isu 

kunci (Djunaedi, 2000 : 2). 

 

2.3. Kebijakan 

Menurut Solichin Abdul Wahab mengutip pendapat Friedrich mengartikan 

kebijakan: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-
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peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” 

(dalam Wahab, 1997:3). Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk 

mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, 

kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan 

tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.   

Kartasasmita juga mengemukakan pengertian kebijakan merupakan upaya 

untuk memahami dan mengartikan:  

1. apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu 

masalah. 

2. apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya. 

3. apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut. (dalam Widodo, 

2001:189). 

Berdasarkan pendapat di atas, kebijakan bukan hanya mengenai apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga apa yang 

menyebabkan atau yang mempengaruhinya sampai suatu kebijakan timbul. 

Kebijakan lahir untuk memecahkan  masalah atau isu yang berkembang di 

masyarakat, sehingga dapat diketahui pengaruh dan dampaknya dari kebijakan 

tersebut.  

Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian kebijakan (policy) adalah 

suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh  kelompok 

politik dalam usaha  memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan 

itu (Budiardjo, 2000:56). 
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Berdasarkan pengertian di atas kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. 

Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok  politik yaitu 

dalam hal ini pemerintah, yaitu berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai.  

Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah “Suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah 

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 

tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/ mewujudkan 

sasaran yang diinginkan”  (dalam Tangkilisan, 2003:12) 

Adapun menurut Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk 

memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui 

berbagai lembaga yang mempengaruhi  kehidupan masyarakat (dalam 

Tangkilisan, 2003:2). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, 

dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap 

masyarakatnya. Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan 

sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. 

Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Adapun 

pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan 

seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan 

kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks 

politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya 

merupakan suatu proses politik.  
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Menurut M. Irfan Islamy berpendapat bahwa “Kebijaksanaan memerlukan 

pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada 

kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di 

dalamnya sehingga policy  lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan 

kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata  wisdom”.  (Islamy, 1997:5). 

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang 

mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk 

melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya 

dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh 

pemerintah. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum 

kebijakan dikelompokan menjadi tiga, yaitu: 

1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga 

dibuatnya suatu kebijakan. 

2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah 

dirumuskan. 

3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali 

implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari 

jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan 

membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai (dalam 

Tangkilisan, 2003:5). 

Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk 

membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi. 
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Adapun menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan 

kebijakan (dalam Tangkilisan, 2003:2) : 

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang 

bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. 

2. Adanya output kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk 

melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan 

membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi 

kehidupan rakyat. 

3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang 

mempengaruhi masyarakat.  

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada 

dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan 

demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan 

suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai 

masyarakat itu sendiri. 

Menurut Thomas R. Dye kebijakan publik maksudnya adalah apapun yang 

pemerintah pilih untuk melakukan  atau tidak melakukan suatu tindakan. Pendapat 

yang senada dengan Dye adalah pendapat Edward III dan Sharkansky 

mengemukakan kebijakan publik adalah : 

“What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose  of 

government programs. ( apa yang  dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. 

Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program 

pemerintah)” (dalam Widodo, 2001:190). 
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Pendapat Edward III dan Sharkansky juga mengisyaratkan adanya apa 

yang  dilakukan atau tidak dilakukan.  Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran 

yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah.  

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan publik merupakan serangkaian 

instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan  yang 

mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. 

Kebijakan publik ini dipengaruhi oleh beberapa lingkungan yaitu lingkungan 

pembuatan, lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi.  

Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang 

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau 

sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (dalam Widodo, 

2001:190). Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditemukan elemen  yang 

terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan oleh 

Anderson elemen tersebut antara lain mencakup : 

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. 

2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. 

3. Kebijakan adalah apa yang  benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan 

bukan apa yang bermaksud akan dilakukan. 

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai 

sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah 

untuk tidak melakukan sesuatu). 

5. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan 

tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). 
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Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan 

sebagaimana disebutkan di atas, maka kebijakan publik dibuat dalam kerangka 

untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang 

diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan 

oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan Suatu negara 

memerlukan suatu kebijakan untuk mengarahkan tindakan-tindakan agar tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai.  

Wiliam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik pengertiannya sebagai 

berikut: 

“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah Pola ketergantungan yang kompleks 

dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-

keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” 

(Dunn, 2003:132). Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat 

untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.  

 

2.4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kesatuan kerangka organisasi yang 

ditetapkan untuk proses manajerial, sistem, pola tingkah laku yang muncul dan 

terjadi dalam praktek penyelenggaraan organisasi dan manajemen. Struktur 

organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai 

tujuannya. Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada 

anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja pegawai 

mengarah pada suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi 
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menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dikoordinasikan 

secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan 

perwujudan pola tetap hubungan. Hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian 

ataupun posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, 

wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. 

Kerangka kerja organisasi disebut sebagai desain organisasi. Bentuk spesifik dari 

kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. 

Pengertian yang jelas tentang struktur organisasi dikemukakan oleh 

beberapa ahli sebagai berikut : 

1. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi 

yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, 

dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robbins dan Coulter, 2007). 

2. Struktur organisasi didefenisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal 

dengan mana organisasi dikelola (Handoko, 2003). 

3. Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan 

(Gibson, dkk, 2009). 

4. Struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan 

organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan 

pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem 

pimpinan organisasi (Hasibuan, 2004). 

5. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan 

bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan 
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sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesifikasi aktivitas kerja 

(Suranto, 2005) 

Menurut sifat hubungan kewenangan di dalam struktur organisasi formal 

terdapat 3 (tiga) jenis utama organisasi maka jenis – jenis organisasi itu (Djoko, 

2006) dapat dibedakan sebagai berikut : 

1. Organisasi lini yaitu menerapkan aliran wewenang langsung dari top 

manajemen kepada manajemen di bawahnya, pimpinan perusahaan memiliki 

kewenangan langsung dalam mengawasi bawahannya. Ciri – ciri organisasi 

lini adalah tanggung jawab dipikul seluruhnya oleh pimpinan perusahaan, 

sistem organisasi ini digunakan untuk perusahaan skala kecil dan menengah. 

2. Organisasi Lini dan Staf yaitu merupakan gabungan dari organisasi lini 

dengan departemen staf guna memberikan saran dan masukan untuk 

departemen lini. Pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasi utama 

dari organisasi merupakan kewenangan dari departemen lini sedangkan 

departemen staf hanya tingkat memberikan dukungan teknis khusus. Ciri – 

ciri organisasi lini dan staf adalah pimpinan dalam organisasi dapat 

berinteraksi langsung dengan bagian produksi, keuangan atau pemasaran 

sedangkan manajer staf memberikan informasi, saran atau bantuan teknis 

untuk membantu manajer lini. Sistem organisasi ini digunakan untuk 

perusahaan menengah dan besar. 

3. Organisasi Matriks adalah suatu desain struktural menugaskan para spesialis 

dari berbagai departemen fungsional untuk bekerja pada suatu proyek atau 

lebih yang dipimpin oleh para manajer. Ciri – ciri organisasi matriks sistem 
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organisasi ini menghubungkan para karyawan di bagian yang berbeda agar 

dapat bekerjasama menyelesaikan proyek tertentu. Sistem ini banyak 

digunakan di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan multinasional.  

 

2.5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Secara teori izin didefenisikan sebagai suatu perbuatan administrasi negara 

yang memperkenankan perbuatan secara umum tidak dilarang dalam peraturan 

perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang 

ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku (Marbun, 2006). Izin 

didefinisikan oleh Ateng Syafrudin sebagai berikut ”izin yang  jenisnya beraneka 

ragam yang dibuat dalam proses dan prosedur tertentu  tergantung dari wewenang 

pemberi izin, macam izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya” 

(Syafrudin, 1992:5). Sedangkan  menurut Permendagri No. 24 Tahun 2006 pasal 1 

ayat 8 Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan 

peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 

menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan melakukan usaha atau 

kegiatan tertentu.  Dari pendapat tersebut  izin merupakan suatu keputusan tertulis 

yang dikeluarkan oleh suatu instansi tertentu dengan tujuan tertentu yang bersifat 

kongkret dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 

perdata. Ketika sebuah izin diterbitkan mengandung arti bahwa  pemohon 

diperkenankan untuk melakukan tindakan tertentu yang dilarang. Hal ini berlaku 

sebagai pengawasan khusus demi kepentingan umum. Berkaitan dengan hal 

tersebut Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ”izin bertujuan dan berarti 
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menghilangkan  halangan hal  yang dilarang menjadi boleh, penolakan atas izin 

memerlukan perumusan yang limitatif” (Syafrudin, 1992 : 134). 

Salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah adalah Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). Izin  Mendirikan  Bangunan  merupakan  izin  mendirikan  

suatu  bangunan  di  suatu  lokasi  yang dikeluarkan pemerintah daerah yang 

diberikan kepada individu perseorangan atau  badan usaha untuk mendirikan  

membangun  baru,  mengubah,  dan/atau  merenovasi  bangunan (Sani, 2012:156). 

Selain itu IMB merupakan suatu upaya pemerintah dalam mendisiplinkan 

warganya dalam hal ini mendirikan bangunan, tentu saja di dalamnya terkandung 

sanksi hukum administratif bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Utrecht 

mengemukakan dimensi-dimensi yang terkandung dalam IMB adalah ; 

1. IMB adalah suatu ketetapan; 

2. IMB diterbitkan oleh administrasi negara yang berwenang; 

3. IMB harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4. IMB harus sesuai dengan tata kota dan tata ruang; 

5. IMB harus memperhatikan faktor-faktor lain berupa keselamatan lingkungan; 

6. Bahan-bahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan harus sesuai 

dengan bahan-bahan yang diperkenankan dalam IMB (Utrecht, 1990). 

Sejalan dengan pendapat di atas, Kusumaatmadja menguraikan alasan-alasan 

mengapa sebuah IMB perlu dilakukan pemerintah: 

1. pengamanan dari berbagai bentuk bahaya yang disebabkan oleh kondisi tanah 

dan kontruksi bangunan; 
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2. penataan bangunan agar tercipta kenyamanan, iklim lingkungan yang layak 

huni; 

3. pemukiman yang dapat memberikan kesan bersih dan sehat dari berbagai 

bentuk polusi; 

4. menghindari pemukiman yang kumuh yang menjadikan tidak layak huni 

karena timbul berbagai bentuk bencana seperti banjir, penyakit kejahatan dan 

lain-lain yang merugikan masyarakat (Kusumaatmaja, 1995). 

IMB sesungguhnya merupakan upaya  pemerintah yang dimaksudkan 

bukan hanya untuk mendisiplinkan warga yang hendak membangun, tetapi lebih 

jauh lagi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan fisik perkotaan, 

agar kota dapat tetap tertata dengan baik. 

 Pelaksanaan  IMB merupakan  implementasi  suatu  kebijakan pemerintah  

untuk  ketertiban  dan  pengendalian pembangunan,  yang  dalam  pelaksanaannya 

diperlukan  sosialisasi  dan  komunikasi (Iriani, 2010 : 86) 
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